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DPR RI Minta Masukan UMSU Bahas RUU Kejaksaan

Sabtu, 11-02-2012

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diwakili oleh H Sunardi Ayub SH meminta
masukan Tim Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang dalam hal ini diwakili oleh 12
pakar hukum UMSU untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan.

Komisi Il yang diwakili oleh H Sunardi Ayub SH, serta anggota Badan Legislatif seperti Ir Ali Wongso
Halomoan Sinaga, Prof DR Hendrawan Supratiko, dan KH Ir Abdul Hakim MM, Dadang Prayitna SIP,
MH, Achmad Jaelani, Sri Karyati SH, MH, Lidya Suryani SH, MH dalam rapat kerja Tim Badan Legislatif
DPR RI di Aula UMSU Jalan Mukhtar Basri, Kamis (02/02/2012)

Ke-12 tim pakar hukum dari UMSU yang hadir saat itu seperti Prof Dr Ediwarman SH, Dr Surya Perdana,
Dr Triono Eddy, Dr Ahmad Fauzi, A Hakin Siagian SH MHum, Irham Buana Nasution SH, MHum, Farid
Wajdi SH,H Hum, Julpikar SH, MH, dan Zainuddin SH,MH yang juga dihadiri oleh Rektor UMSU, Drs
Agussani MAP.

Ketua Badan Legislatif H Sunardi Ayub SH mengatakan masukan dari pakar-pakar hukum pihak UMSU
tersebut sangat berguna dalam menegakkan supermasi hukum di Indonesia nantinya.

Dalam hal tersebut Tim Baleg juga memberikan sepuluh pertanyaan yang menjadi prioritas UU
Kejaksaan. “Ada beberapa hal yang sangat substansi dari UU Nomor 16/2004 tentang kedudukan
kejaksaan seperti kedudukan kejaksaan, pemilihan kejagung, dan masa kejagung,” ujarnya di hadapan
pakar-pakar hukum dari UMSU.

Dia mengatakan, pentingnya pembahasan rancangan UU Kejaksaan ini disebabkan selama ini banyak
penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Sayangnya, katanya, jarang sekali diberikan
sanksi yang sesuai karena mereka menganggap seolah-olah hukum adalah milik mereka.

Dari sepuluh pertanyaan yang diajukan, ujarnya, Baleg DPR Rl memberikan ucapan terimakasih oleh
Pakar-Pakar hukum UMSU. Namun, dari kesepuluh pertanyaan yang diajukan dan usulan dari pakar di
UMSU, agaknya Baleg DPR RI yang disampaikan oleh Edi Ramli Sitanggang SH agak keberatan.

Usul yang diajukan oleh pakar hukum dari UMSU yakni agar dalam pemilihan kepala kejaksaan agung
(kejagung) tidak lagi melibatkan DPR. Yang melakukan pemilihan kejagung cukup komisi kejaksaan saja
dan yang melantik adalah presiden.

“Pemilihan sebaiknya dilakukan tidak hanya melibatkan orang dalam saja. Akan lebih baik juga meminta
pertimbangan DPR,” ujarnya.

Tim pakar yang diwakili oleh Prof Dr Ediwarman SH mengatakan, pada pasal 20 A UU 1945 disebutkan
bahwa dalam pemilihan kejagung tidak ada disebutkan ada keterlibatan DPR. “Ini untuk mewujudkan
dan peran kejaksaan dalam menegakkan reformasi kelembagaan hukum,” katanya.
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Sementara itu, mengenai tata cara pemilihan Jaksa di dalam RUU Kejaksaan, Tim perumus RUU
Kejaksaan dari UMSU meminta agar nantinya calo Jaksa dipilih oleh Komisi Kejaksaan.

Hal tersebut tertuang dalam masukan yang diberikan Tim Perumus RUU Kejaksaan dari UMSU
dibacakan oleh Edi Warman kepada Badan Legislatif DPR RI diwakili H Sunardi Ayub.

Dikatakan Edi Warman bahwa Tim memberikan masukan terhadap calon Jaksa dipilih oleh Komisi
Kejaksaan dikarena beberapa pertimbang. “Masukan kami agar Komisi Kejaksaan lah yang memilih
calon Jaksa,” ucapnya.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan ucapan Anggota Pakar Perumus, Nursariani Simatupang yang
mengatakan bahwa Komisi Kejaksaan dapat memilih calon Jaksa jika pengaturan tentang Komisi
Kejaksaan di atur dalam Undang-Undang dan tidak diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres).

“Selama ini Komisi Kejaksaan hanya diatur di dalam Kepres saja, dan kami minta agar nantinya
masalah Komisi Kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang makanya kami harapkan calon Jaksa dipilih
oleh Komisi Kejaksaan,” ujar Nursariani saat diwawancarai Medan Magazine seusai acara.

Sementara saat rapat perumusan berlangsung, Wakil DPR RI, H. Sunardi Ayub terlihat kurang
menyetujui terhadap masukan yang diberikan oleh Tim Perumus dari UMSU.

“Bukannya kita tidak ingin Calon Jaksa dipilih oleh Komisi Kejaksaan. Jika nantinya Komisi Kejaksaan
yang memilih, kita takutkan tidak adanya indepedensi,” ujar Sunardi.

Akan tetapi pihaknya masih mempertimbangkan masukan dari Tim Perumus UMSU. “Masukan dari TIM
UMSU nanti akan kita bicarakan kembali di Pusat,” katanya
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